BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Perkawinan adalah suatu perbuatan yang diperintahkan oleh Allah
dan juga diperintahkan oleh Nabi. Banyak perintahan-perintahan Allah
dalam al-Qur’an untuk melaksanakan perkawinan. Firman Allah SWT

dalam surat an-Nur ayat 32:
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Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan
orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu
yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika
mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-
Nya. dan Allah Maha [vas (pemberian-Nya) lagi Maha
Mengetahui”’

Dan begitu banyak pula perintah Nabi kepada umatnya untuk
melakukan perkawinan. Di antaranya, seperti dalam hadis Nabi, yang

berbunyi:
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Artinya: “nikah adalah termasuk sebagian dari sunnahku. Maka barang
siapa yang tidak senang (benci) terhadap sunnahku, ia bukanlah
dari umatku.” (HR. Bukhari dan Muslim ra.).?

Dan begitu banyaknya perintah Allah dan Nabi untuk melaksanakan
perkawinan itu, maka perkawinan itu perbuatan yang disenangi Allah dan
Nabi untuk dilakukan. Namun suruhan Allah dan Rasul untuk
melangsungkan perkawinan itu tidaklah berlaku secara mutlak tanpa
persyaratan.’

Adapun rukun dan syarat merupakan unsur penting dalam
pernikahan.,menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan perkawinan
itu.kita sebagai orang Islam mempunyai ketentuan-ketentuan yang harus
dipenuhi dalam melakasanakan suatu perkawinan.

Pernikahan sudah ditetapkan oleh Allah SWT, sebagai cara yang
benar dan sah untuk mendapatkan keturunan . Allah menjadikan pernikahan
sebagai keinginan untuk mendapatkan jodoh dan keturunan yang sah.
Kehidupan di muka bumi berlanjut melalui keturunan, dan keturunan adalah
hasil dari pernikahan. Namun demikian, pernikahan dalam Islam tidak dapat
dianggap sebagai sarana untuk menyatukan jasmani pria dan wanita untuk

mendapatkan keturunan, demikian juga pernikahan tidak dilembagakan

sekedar untuk memuaskan keinginan-keinginan alami atau nafsu-nafsu yang

2 Imam Bukhari, Shahilhh Bukhari Juz 5, (Bairut: Darul Fikri 1989), 118

3 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Isfam di Indonesia, (Jakarta: Kencana Prenada
Media Group 2006), 44



bergejolak. Tujuannya memiliki pengertian lebih dalam dari pada realitas-

realitas yang jelas bersifat fisik itu.* Allah menjelaskan fakta ini dalam al-

Quran surat ar Rum ayat 21 sebagai berikut:
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Artinya: “Dan di antara tanda-tanda (kemahabesaran)-Nya adalah bahwa
Dia mencipta jodoh-jodohmu dari kalanganmu sendiri agar kamu
merasa tenang (li taskunuy bersama mereka dan Dia menjadikan

rasa cinta kasih diantara kamu. Sesungguhnya dalam hal itu
terdapat tanda-tanda ckemahabesaran Allah) bagi orang-orang

yang mau berfikir.”(Q.S. Ar Rum: 21)°

Pernikahan, bagi umat Islam bukanlah sekedar ikatan lahiriah antara
seorang pria dengan wanita guna memenuhi kebutuhan lahiriah, tetapi suatu
perbuatan suci dan luhur yang bertujuan untuk mendapatkan kebahagiaan
dan mencapai ketenangan (sakinah). Oleh karena itu pernikahan harus
dilaksanakan menurut petunjuk Allah SWT dan RasulNya.

Untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang sakinah dan
berbahagia secara hakiki, Allah SWT telah menetapkan syarat adanya

persamaan keyakinan agama antara calon suami istri yang memungkinkan

4 Jones Jamilah, Monogami dan Poligami dalam Islam, (Jakarta: Raja Grafindo, 1996), 11
¥ Departemen Agama RI, A/-Qur'an dan Terjemahuya, 644



mereka mengatur kehidupan dan mendidik keturunannya berdasarkan
petunjuk Allah SWT dan Rasul.?

Tuhan tidak mau menjadikan manusia itu seperti makhluk lainnya,
yang hidup bebas menéikuti nalurinya dan berhubungan antara jantan dan
betinanya secara anarki, dan tidak ada satu aturan. Tetapi demi menjaga
kehormatan dan martabat kemulyaan manusia, Allah adakan hukum sesuai
dengan martabatnya.

Hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat
dan berdasarkan saling ridla-meridlai, dengan upacara ijab qabul sebagai
lambang dari adanya rasa ridla-meridlai, dengan dihadiri para saksi yang
menyaksikan kalau kedua pasangan laki-laki dan perempuan itu telah saling
terikat. Bentuk pernikahan ini telah memberikan jalan yang aman pada
naluri (sex), memelihara keturunan dengan baik dan menjaga kaum
perempuan.

Peraturan-peraturan pernikahan seperti inilah yang diridhai Allah
dan diabadikan Islam untuk selamanya, sedangkan yang lainnya dibatalkan.

Adapun hukum pernikahan dalam pandangan Ulama Syafiiyah secara
rinci dengan melihat keadaan orang-orang tertentu, sebagai berikut:

1. Wajib bagi orang-orang yang sangat berkeinginan untuk menikah, telah

pantas untuk nikah dalam memenuhi rukun dan syaratnya dan dia telah

® Hamdani Rasyid, Figih Indonesia, (Jakarta: Al-Mawardi Prima, 2003), 180



mempunyai perlengkapan untuk melangsungkan pernikahan, siap dalam
lahir batinnya.

Sunah bagi orang-orang yang telah siap untuk nikah, telah pantas untuk
nikah dalam memenuhi rukun dan syaratnya.

Makruh bagi orang-orang yang belum pantas nikah, belum berkeinginan
untuk nikah, sedangkan perbekalan untuk pernikahan juga belum ada.
Begitu pula ia telah mempunyai perlengkapan untuk pernikahan, namun
fisiknya mengalami cacat, seperti impoten, berpenyakitan tetap, tua

bangka dan kekurangan fisik lainnya.’

Ulama Hanafiyah menambahkan hukum secara khusus bagi keadaan

orang tertentu, sebagai berikut:*

I

Wajib bagi orang-orang yang telah pantas untuk nikah, berkeinginan
untuk nikah, memiliki perlengkapan untuk nikah dan ia takut akan
terjerumus berbuat zina kalau ia tidak nikah.

Makruh bagi orang pada dasarnya mampu melakukan pernikahan namun

ia merasa akan berbuat curang dalam pernikahannya itu.

Ulama Hambali menambahkan hukum pemikahan secara khusus untuk

keadaan orang tertentu, sebagai berikut:

7 Sayyid Sabiq, Fikilh Sunnah VI, diterjemahkan oleh Mohammad Tholib, (Bandung:

Alma’arif, 1990), 10
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1.

syara’, scdangkan dia meyakini pernikahan itu akan merusak kehidupan

pasangannya.
2. Mubah bagi orang-orang yang pada dasarnya belum ada dorongan untuk

nikah dan pernikahan itu tidak akan mendatangkan kemudaratan apa-

apa kepada siapa pun.9

Adapun pendapat lain, yaitu pernikahan wajib bagi seseorang yang takut
dirinya akan jatuh ke lembah zina, padahal sanggup nikah. Pernikahan itu haram
bagi sescorang yang tidak mampu menunaikan kewajibannya terhadap istrinya,
baik nafkah lahir maupun batin."®

Kalau sudah ada kerelaan untuk menjadi teman hidup, maka tunggu
sesaat lagi jalinan perasaan itu akan sah, melalui akad nikah. Apa-apa yang
haram bagi kita telah menjadi halal atas karunia Allah, seorang jejaka mulai
harus memberikan kelembutan sikap kepada wanita yang beberapa waktu lalu
dinikahinya, seorang perempuan dan laki-laki mulai mempunyai kewajiban dan
hak masing-masing. Ini kelak akan diminta pertanggungjawaban kita di akhirat.
Ada perjanjian yang sangat berat kepada Allah, sehingga Allah memberi hak
kepada kita beberapa kesenangan dan memberi amanah di balik kesenangan-

kesenangan itu. Perjanjian ini terikat ketika seorang ayah mengucapkan ijab atas

 Ibid., 46
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anak gadisnya dan seorang laki-laki mengucapkan qobul (penerimaan) untuk
mengikat jalinan perasaan sebagai suami istri. Inilah akad yang menjadikan
halal apa-apa yang sebelumnya haram, dan membuat berpahala apa-apa yang
sebelumnya merupakan dosa."

Meskipun dalam melaksanakan perkawinan telah memenuhi seluruh
rukun dan syaratnya yang ditentukan belum tentu perkawinan itu sah karena
masih tergantung lagi pada satu hal, yaitu perkawinan itu telah terlepas dari
segala hal yang menghalang.

Dalam hukum perkawinan islam tclah menetapkan aturan-aturan, yaitu:
tentang perkawinan yang haram untuk dilaksanakan dan perkawinan yang
dilarang dalam agama islam.

Yang dimaksud dengan larangan perkawinan dalam bahasan ini adalah
orang-orang yang tidak bolech melakukan perkawinan. Yang dibicarakan disini
adalah perempuan-perempuan mana saja yang tidak boleh dikawini oleh seorang
laki-laki, atau sebaliknya laki-laki mana sajakah yang tidak boleh mengawini
seorang perempuan.

Kescluruhannya diatur dalam al-Qur’an dan dalam hadis Nabi. Larangan

perkawinan itu ada dua macam:

" Muhammad Fauzil Adhim, Mencapai Pernikahan Barokah, (Yogyakarta: Mitra Pustaka,
1997), 21-22



1. Larangan perkawinan yang berlaku haram untuk selamanya dalam arti
sampai kapanpun dan dalam keadaan apapun laki-laki dan perempuan
itu tidak boleh melakukan perkawinan. Larangan dalam bentuk ini
disebut mahram muabbad. Mahram muabbad ada tiga kelompok yaitu:
disebabkan adanya hubungan kekerabatan, larangan perkawinan karena
adanya hubungan perkawinan yang disebut dengan hubungan

mushaharah, karena hubungan persususan.

(%)

Larangan perkawinan berlaku untuk sementara waktu dalam arti
larangan itu berlaku dalam keadaan dan waktu tertentu. Larangan ini
disebut mahram ghoiru muabbad, mahram ghoiru muabbad berlaku
dalam hal-hal yaitu: mengawini dua orang saudara dalam satu masa,
poligami diluar batas, larangan karena ikatan perkawinan, larangan
karena talak tiga, larangan karena ihram, larangan karena perzinaan,
larangan karena beda agama.l2

Berbicara mengenai larangan perkawinan yang berlaku untuk sementara
waktu yang larangan itu berlaku dalam keadaan dan waktu tertentu. Ada satu
bentuk larangan perkawinan ini yang akan penulis teliti, yaitu larangan
perkawinan karena masih ada ikatan perkawinan, yang dimaksud adalah
seoarang istri yang menikah lagi dan suami yang pertama juga hidup dan

belum bercerai atau biasa disebut dengan poliandri. Maka bagi laki-laki

12 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, 44.



manapun tidak boleh menikahi perempuan tersebut. Allah telah melarang
seorang laki-laki yang mau menikahi seorang perempuan yang sudah

mempunyai suami. Firman Allah dalam al-Qur’an surat an-Nisa’ ayat 24 yang

berbunyi:
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Artinya: “Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami,
kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah Telah menetapkan
hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. dan dihalalkan bagi
kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan
hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang
Telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada
mereka maharmya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan
tiadalah Mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu Telah
saling merelakannya, sesudal menentukan mahar itu. Sesungguhnya
Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana’ U

Poliandri merupakan perkawinan yang dilarang olch agama,apabila
perkawinan ini terjadi maka akan menimbulkan kebingungan, dikarenakan
seorang istri yang mempunyai dua suami, kebingungan terjadi ketika istri

tersebut melahirkan, maka akan sulit dalam menentukan anak dari suami mana

3 Departemen Agama RI, A/-Qur'an dan Terjemahnya, 120-121
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anak tersebut. Soalnya ada dua suami yang telah menggauli istri tersebut. Dan
menurut biologis seorang perempuan hanya mempunyai satu rahim.

Dalam kasus pengharaman poliandri inilah sebenarnya kita mesti
mengakui betapa hukum Islam telah sempuma memagari kemungkinan-
kemungkinan buruk yang bakal menggusur umat manusia kedalam lumpur
kenistaan. Pelarangan, pengharaman poliandri selain dari ketentuan syar’iyah,
juga diatur dalam Pasal 40 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang
berbunyi: Bahwa wanita yang masih dalam ikatan perkawinan haram
hukumnya melakukan perkawinan dengan laki-laki lain. 4

Di Indonesia, model-model perkawinan poliandri, atau pun gabungan
poliandri-poligami, secara eksplisit dilarang, dan diangap sebagai perkawinan
ilegal, yakni perkawinan yang melanggar hukum Perkawinan poligami didalam
masyarakat lebih sering kita lihat daripada perkawinan poliandri yaitu seorang
istri atau seorang wanita mempunyai lebih dari seorang suami. Bahkan
masyarakat lebih dapat menerima terjadinya perkawinan poligami daripada
perkawinan poliandri, sehingga dalam kenyataannya sangat jarang terjadi
perempuan menikah dengan lebih dari seorang laki-laki, kalaupun ada itu
hanya bersifat kasuistis saja. Dan ini bisa juga karena scorang istri atau
seorang perempuan itu lebih mengandalkan perasaannya dan dengan

pertimbangan akan adanya anak juga.

Y Undang-Undang Perkawinan di lengkapi Kompilasi Hukum Isfam, (Surabaya: Arkola,
2006), 165
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Hikmah perkawinan poliandri dilarang adalah untuk menjaga
kemurnian keturunan, jangan sampai bercampur aduk, dan untuk menjamin
kepastian hukum seorang anak. Pada dasammya dalam Undang-Undang
Perkawinan No. 1/1974 menganut adanya asas monogami dalam perkawinan.
Pasal 3 ayat | yang berbunyi: “Pada asasnya seorang pria hanya boleh

mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai scorang

RETA)
suami.

Meskipun Islam, Undang-Undang Perkawinan, dan KHI telah telah
melarang perkawinan poliandri. Masih ada juga yang melakukan perkawinan
poliandri. Sebagaimana kasus yang terjadi di Desa kepuhkiriman Kecamatan
Waru Kabupaten Sidoarjo. Kasusnya adalah seorang istri mempuayai dua
suami. Dan suami pertama masih hidup dan belum bercerai. Kemudian istri
tersebut menikah lagi dengan laki-laki lain.

Kasus yang terjadi dalam penelitian ini adalah pernikahan yang telah
dilaksanakan di Desa Kepuhkiriman Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo,
yaitu pernikahan seorang istri dengan dua suami. Hal ini terjadi dikarenakan
suami yang pertama bersikap kasar yaitu sering memukul istrinya dan istri
tersebut tidak dikasih nafkah lahir batin dengan suami yang pertama.
Akibatnya istri tersebut menikah lagi dengan seorang laki-laki, dengan alasan

mencari jalan keluar untuk menafkahi anak yang telah lahir tersebut. Dan

'S Ibid., 6
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pihak dari keluarga perempuan tersebut mendukung untuk menikah lagi. Dan
dari laki-laki yang mau menikah tersebut juga mengetahui kalau perempuan
tersebut sudah punya suami.

Untuk lebih detailnya kasus praktik poliandri tersebut melibatkan,

diantaranya:

1. Suami pertama (A)
2. Istri (B)

3. Suami kedua (C)

A menikahi B dengan upacara pernikahan yang meriah seperti dilakukan
oleh pernikahan orang lain pada umumnya. Pada awalnya pihak keluarga dari A
kurang setuju dengan pernikahan itu. Dikarenakan pekerjaan B tersebut kurang
cukup untuk menafkai kepada keluarga. Namun pihak keluarga A dengan
terpaksa menyetujui perkawinan itu. Dengan alasan A sangat mencitai B.

Dengan berjalannya waktu mereka menjalani kehidupan berdua, dan
sikap mereka masih bahagia layaknya suami istri, setelah kurang lebih berjalan
enam tahun. Dikarunia tiga anak. Kemudian seiring berjalanya waktu. Rumah
tangganya mulai retak, dan sering bertengkar dikarenakan suami tidak mau
menafkahi lahir batin kepada anak dan istrinya. Kemudian B menikah lagi

dengan C yang mana statusnya adalah orang lain. Untuk menafkahi anaknya

perempuan tersebut.
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Untuk mengetahui seberapa besar fakta-fakta yang sebenarnya terjadi
pada kasus poliandri yang terjadi di Desa Kepuhkiriman Kecamatan Waru
Kabupaten Sidoarjo tersebut, maka perlu diadakannya penelitian secara
mendetail yang akan dianalisis berdasarkan hukum I[slam dalam hal
pernikahannya.

Oleh karena itu, permasalahan tersebut perlu dibahas menurut pandangan
hukum Islam, supaya masyarakat dapat mengetahui mana perkawinan yang
diperbolehkan dan mana perkawinan yang tidak diperbolehkan. Sehingga disini
dilakukan pcmbahasan tentang “Analisis Hukum Islam terhadap Praktik
Poliandri di Desa Kepuhkiriman kecamatan Waru Kabuoaten Sidoarjo” dalam

bentuk karya ilmiah yang disebut skripsi.

Identifikasi dan Batasan Masalah
Berdasarkan latar belakakang yang sudah dipaparkan, maka dapat
diidentifikasi masalah sebagai berikut :
1. Pernikahan dalam Islam.
2. Macam-macam pernikahan.
3. Hakikat pernikahan.
4. Pernikahan Poliandri.
5. Pelaksanaan poliandri di Desa Kepuhkiriman Kecamatan Waru

Kabupaten Sidoarjo..
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Dari identifikasi masalah tersebut, maka penulis membatasi masalah
dalam beberapa aspek, yaitu:
l. Pclaksanaan poliandri di Desa Kepuhkiriman Kecamatan Waru
Kabupaten Sidoarjo.
2. Pandangan hukum Islam terhadap terjadinya praktik poliandri di Desa

Kepuhkiriman Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo.

C. Rumusan Masalah
Dari penjelasan di atas, dapat dibentuk beberapa rumusan masalah
untuk acuan dalam pembuatan skripsi, yaitu :
I. Mengapa terjadi praktik poliandri di Desa Kepuhkiriman Kecamatan
Waru Kabupaten Sidoarjo?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktek poliamdri di Desa

Kepuhkiriman Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo?

D. Kajian Pustaka
Berdasarkan penelusuran kajian pustaka, dapat ditemukan dua buah
karya ilmiah yang bersinggungan dengan adanya suatu unsur penyakit gila
dalam sebuah pernikahan, yaitu:
1. Skripsi karya Irma Nurhayati. Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Maulana
Malik Ibrahim Malang, dengan judul "Implikasi Perkawinan Poliandri

Terhadap Keharmonisan Keluarga Menurut Pandangan Masyarakat Rt V
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RW: VI Kecamatan Tompokersan Kabupaten Lumajang" mengkaji
tentang pemahaman para pelaku poliandri terhadap bentuk perkawinan
ini adalah terbatas. Pembatasan yang dimaksud adalah dalam memahami
sebuah arti dari hakikat keluarga, yang belum dimengerti dan ditambaha
lagi kurangnya pemahaman dalam bentuk keluarga sakinah. Selain itu,
pandangan para tokoh masyarakat RT V RW: VI terhadap perkawinan
ini. Mereka berpendapat bahwa perkawinan}ini tidak sah dan haram
apapun alasannya. Dan juga mengkaji tentang implikasi poliandri yang
meliputi pada keharmonisan keluarga, psikologi anak dan ada

pengucilan dalam masyarakat.'®

N

Skripsi karya Abdul Hamid. Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Maulana
Malik Ibrahim Malang, dengan judul "Poliandri Sebagai Alasan
Menafkahi Suami Penderita Lumpuh” (studi kasus keramat, Kelurahan
Sungai Bilu kecamatan Banjarmasin Timur, kota Banjarmasin,
Kalimantan Selatan). Mengkaji tentang alasan yang melatarbelakangi
istri melakukan poliandri yaitu bahwa suaminya tidak bisa memenuhi
nafkah lahir maupun batin kepada istri dan anaknya. Dan juga
membahas status hukum perkawinan poliandri dilihat dari agama Islam

dan hukum positif.

' Irma Nur Hayati, Implikasi Perkawinan Poliandri Terhadap Keharmonisan Keluarga

Menurut Pandangan Masyarakat Rt V RW VI Kecamutan Tompokersan Kabupaten Lumajang,
(Malang: Perpustakaan UIN Malang, 2010), 15
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3. Sedangkan dalam penelitian ini, peneliti baru menemukan dua
penelitian terdahulu yang mempunyai tema sama yaitu tentang poliandri
berupa skripsi. Yang membedakan antara penelitian ini dengan
penelitian terdahulu yaitu meneliti sebab akibat poliandri secara luas

dan tidak terpaku pada satu sebab dan satu akibat saja.'’

E. Tujuan Peneclitian
Schubungan dengan apa yang sudah menjadi suatu rumusan masalah

penelitian ini, maka ada beberapa tujuan dalam penelitian, sebagai berikut:

I. Untuk mengetahui pelaksanaan praktik poliandri di Desa Kepuhkiriman
Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo.

2. Untuk mengetahui alasan terjadinya praktik poliandri di Desa
Kepuhkiriman Kccamatan Waru Kabupaten Sidoarjo.

3. Untuk mengetahui analisis hukum islam terhadap poliandri di Desa

Kepuhkiriman Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo.

F. Kegunaan Hasil Penelitian
Kegunaan hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan

bagi setiap umat serta dapat memberi wawasan kepada seluruh masyarakat

'" Abdul Hamid, Poliandri Sebagai Alasan Menafkahi Suumi Penderita Lumpuh, (Malang:
Perputakaan UIN Malang, 2011), 17
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khususnya penulis sendiri. Adapun kegunaan hasil penelitian ini sekurang-
kurangnya dapat digunakan untuk dua aspek, sebagai berikut:

I. Aspek teoritis: yaitu sebagai usaha untuk menambah pengembangan
ilmu pengetahuan dalam bidang hukum Islam dengan realita yang ada
dalam kehidupan masyarakat.

2. Aspck praktis: Penelitian ini dapat memberikan informasi tentang
adanya praktek poliandri di Desa Kepuhkiriman Kecamatan Waru

Kabupaten Sidoarjo.

G. Definisi Operasional
Untuk menghindari adanya interpretasi yang tidak sesuai dengan judul
penelitian ini, maka disini ada beberapa istilah yang perlu didefinisikan

secara operasional. Adapun istilah-istilah yang dimaksud adalah:

Hukum Islam : adalah ketentuan yang ditetapkan oleh Allah SWT yang
dijelaskan oleh RasulNya.Ix

Perkawinan . adalah akad yang menimbulkan kebolehan bergaul antara
laki-laki dan perempuan dalam tuntutan naluri
kemanusiaan dalam kehidupan, dan menjadikan untuk
kedua pihak secara timbal balik hak-hak dan kewajiban-

kewajiban.

¥ Satria Effendi, Ushul Figh (Jakarta: Kencana, 2009), 36.
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Poliandri - adalah banyak suami, maksudnya adalah seorang wanita
yang digauli oleh banyak laki-laki dalam kurun waktu yang

sama."’

. Metode Penelitian

Penclitian ini berbentuk penelitian lapangan, yaitu di Desa
kepuhkiriman Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo. Oleh karena itu,
supaya penelitian dapat tersusun dengan benar, maka penulis
mengemukakan metode penulisan skripsi, yaitu:

1. Data yang dikumpulkan
Terkait dengan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya,
maka data-data yang dapat dikumpulkan dalam penelitian ini, adalah:
a. Data tentang jumlah orang yang poliandri.
b. Data-data tentang sebab-sebab mengapa poliandri.
c. Data tentang status sosial.
d. Data tentang pendidikan orang yang poliandri.

2. Sumber Data

Penelitian ini bersifat lapangan, maka untuk mendapatkan data yang
konkrit dalam penelitian ini dibutuhkan sumber data. Berdasrkan data yang

di atas perlu data-data sebagai berikut:

19 Rahmat Hakim, Hukum Perkawinan Islam, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 41.
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1) Sumber Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari
sumber pertama .** Yakni melakukan wawancara pada pelaku
warga masyarakat dan para tokoh masyarakat, terutama tokoh adat
masyarakat Desa Kepuhkiriman Kecamatan Waru Kabupaten
Sidoarjo.

a. Sumber Data Sekunder
Adalah suatu catatan tentang adanya peristiwa yang jaraknya

telah jauh dari sumber orisinil, data ini diperoleh dari sumber tidak
langsung, seperti pada buku-buku kepustakaan yang masih
bersangkutan dengan pembahasan dalam penelitian ini.?' Seperti
dalam buku-buku:

1) Bidayatul Mujtahid 1.

2) Fiqgilh Perbandingan Empat Mazha.,

3) Hukum Perkawinan Islam di Indonesia.

4) Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan.

5) Figih Madzhab Syafii1l.

6) UU No.I tahun 1974, dan KHI.

7) Figih Sehari-Hari.

8) Garis-Garis Besar Figih.

9) Figih Islam.

2 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Ul Press, 1986), 12.
21 .
Ibid.,, 131
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10) Bulugh Al Maram.
11)Shahih Bukhari.
12) Hukum-Hukum Figih [slam.
13) Figih Munakahat, Pengantar Hukum Islam.
14) Pokok-Pokok Hukum [slam.
15) Hukum Islam di Indonesia.
16) Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah.
17) Hukum Perkawinan Islam.
18) Figih Indonesia, dan. buku-buku lain yang berkaitan
dengan skripsi ini.
3. Tcknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah,
sebagai berikut:

a. Penelitian  Dokumenter, yaitu  alat pengumpulan data yang
dilakukan melalui data tertulis, membaca dan menganalisis buku-
buku (daftar pustaka) dan arsip di  Kantor kepala Desa yang
berkaitan dengan penelitian ini.

b. Penclitian Lapangan, meliputi:

1) [Interview: yaitu penulis melakukan wawancara dan tanya jawab
atau berdialog antara dua orang atau lebih pada pihak-pihak

yang bersangkutan dalam proses penelitian ini, guna mencapai
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tujuannya dan mendapatkan data-data yang diinginkan untuk
dijadikan sebagai hasil laporan penelitian tersebut. Dan dalam
wawancara ini penulis melakukan dialog dan tanya jawab
dengan tokoh-tokoh yang ikut serta dalam melaksanakan
upacara praktek poliandri tersebut.?

2) Obscrvasi: adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan
cara mengamati (melihat, memperhatikan, mendengarkan dan
mencatat secara sistematis obyek yang diteliti). Yaitu praktik
poliandri di Desa Kepuhkiriman Kecgmatan Waru Kabupaten
Sidoarjo.”

4. Teknik Pengolahan Data

Setelah data terkumpul, maka penulis mengadakan analisis data,
dalam hal ini tahapan-tahapan yang akan ditempuh adalah, sebagai berikut:
a. Editing. adalah pemeriksaan kembali terhadap data yang diperoleh
dalam kejelasan bagi penelitian.

b. Organizing: adalah menyusun secara sistematis data yang diperoleh
dalam kerangka paparan yang telah direncanakan sebelumnya untuk
memperoleh  bukti-bukti dan gambaran secara jelas tentang

permasalahan yang diteliti.

*2 Nabuko Kholid dan Abu Ahmadi, Metodologi Penelitian, (Bandung: Gaya Media Pratama,
2000), 164
B Ibid., 165
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C. Analising: adalah proses penyederhanaan data dalam bentuk yang

mudah dibaca dan diinterprestasi. Dan proses mengorganisasikan dan
mengurutkan data kedalam pola, kategori, dan satu uraian dasar
sehingga dapat ditemukan dan dapat dirumuskan hipotesis kerja

seperti yang disarankan oleh data.

5. Teknik Analisis Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini selanjutnya akan

dianalisis dengan menggunakan penelitian sebagai berikut:

a.

Diskriptif: adalah untuk memberikan deskripsi mengenai subyek
penelitian berdasar data dari variabel yang diperoleh dari kelompok
subyek yang diteliti dan tidak dimaksudkan untuk pengujian
hipotcsis.24

Deduktif adalah metode menyimpulkan atau penarikan kesimpulan
dari yang berbentuk umum ke bentuk khusus sehingga

mendapatkan gambaran yang jelas mengenai masalah yang diteliti

dalam penelitian ini.

* Ibid, 168
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I. Sistematika Pembahasan

Supaya memudahkan dalam penulisan skripsi ini, maka Penulis

menyususn skripsi ini dalam lima bab pembahasan, yang mencakup sub-sub

bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB [ : Merupakan pendahuluan yang memaparkan latar belakang masalah,

BAB II :

BABIII :

rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan
penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan
sistematika pembahasan.

Merupakan Landasan teori yang memaparkan tinjauan tentang
pernikahan menurut hukum Islam yang meliputi pengertian dan
hukum  melaksanakan  pernikahan, rukun dan  syarat
pcrnikahan,tujuan dan  hikmah pernikahan, kekerasan dalam
rumah tangga, pernikahan yang di perbolehkan dan yang di
larang.

Merupakan hasil dari penelitian lapangan di Desa Kepuhkiriman
Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo, dalam bab ini akan
mendiskripsikan tentang lokasi penelitian dan memaparkan

pelaksanakan poliandri tersebut.
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BAB IV :Menjelaskan analisis data yang merupakan bagian yang
membahas tentang analisis hukum Islam terhadap praktik
poliandri di Desa Kepuhkiriman Kecamatan Waru Kabupaten
Sidoarjo dan Analisis tentang adanya kejadian praktik poliandri
tersebut.

BAB V : Merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran.



